BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah
dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan
Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Il Gorontalo mengacu
pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dapat
dibagi atas 3 (tiga) tahapan pembinaan yaitu :

a. Pembinaan Tahap Awal (0 — 1/3 Masa Pidana)
b. Pembinaan Tahap Lanjutan (1/3 - % Masa Pidana)
c. Pembinaan Tahap Akhir (1/2 — Bebas)

2. Pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas
Il Gorontalo, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas terdapat
hambatan-hambatan dalam memberikan pembinaan baik dari faktor internal
maupun dari faktor eksternal diantaranya seperti :

a) Hambatan dari Faktor Internal

1) Struktur Organisasi dan Tatalaksana
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2) Sumber Daya Manusia

3) Anggaran

4) Sarana dan Prasarana (Fasilitatif)

5) Belum adanya Standar Model Pembinaan Anak di LPKA

b) Hambatan dari Faktor Eksternal
1) Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
2) Keluarga dan Masyarakat
3. Berdasarkan model pembinaan dan teori-teori yang ada serta hasil penelitian

di lapangan dengan memperhatikan segala hambatan dan kekurangan yang
dialami selama melaksanakan pembinaan bagi Anak yang berkonflik
dengan hukum bahwa model pembinaan yang ideal bagi Anak yang
berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, alternatif
dengan menggunakan Model Pembinaan Terpadu Ramah Anak. Maksud
dari Model Pembinaan Terpadu Ramah Anak adalah bahwa sistem
pembinaan Anak dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok
sesuai dengan kebutuhan Anak dengan melibatkan secara langsung Petugas,
Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan
aspek hukum, organisasi dan kelembagaan, SDM, anggaran, sarana dan

prasarana, sosial budaya serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.

B. Saran
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Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Petugas LPKA Kelas Il Gorontalo. Agar merubah pola pikir atau mind
set tujuan pemidanaan anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman
menjadi pembinaan.

2. Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Agar lebih aktif mengikuti
program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas Il Gorontalo.

3. Bagi LPKA Kelas Il Gorontalo. Agar pembinaan terhadap anak berjalan
lebih baik, perlu meningkatkan sumber daya manusia petugas dari segi
kualitas maka perlunya petugas mengikuti pelatihan-pelatihan / diklat
tentang pembinaan Anak sehingga memiliki bekal yang cukup dalam
melakukan tugasnya.

4. Bagi Kementerian Hukum dan HAM RI. Agar menyediakan sumber daya
manusia yang berkompetensi dan bersertifikasi baik melalui rekruitmen
maupun melalui diklat-diklat, menyediakan anggaran yang cukup serta
sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembinaan Anak dengan konsep
ramah Anak serta dibuatkan standar model pembinaan di LPKA yang lebih
ramah Anak. Disamping itu perlunya peningkatan desiminasi UU SPPA
kepada seluruh lapisan masyarakat.

5. Bagi Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Agar lebih aktif dan
bersama-sama dengan LPKA Kelas Il Gorontalo dalam melaksanakan

pembinaan Anak sesuai dengan perannya masing-masing.
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